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Abstract 
This study aims to determine the effect of fiscal space, Regional Original Revenue (PAD), the 

General Allocation Fund (DAU), the Special Allocation Fund (DAK), and the percentage of the 

poor population on spending on health functions in Indonesia at 2018. The population in this 

study is all regencies / cities in Indonesia are 508 regencies / cities. The sample method used is 

the purposive sampling method, namely the district / city criteria that provide complete financial 

information and obtained a sample of 506. The data used in this study are secondary data. The 

data collection method used is the documentation of data obtained through publication on the 

website of the Directorate General of the Ministry of Finance's Balance and the Indonesian 

Central Statistics Agency to find out information on financial and poverty statistics for Indonesia 

in 2018. The data analysis method used is multiple linear regression analysis, Adjusted R2 value 

is 0,781 wich means that 78,% that fiscal space, Local Revenue (PAD), the General Allocation 

Fund (DAU), the Special Allocation Fund (DAK), and the percentage of poor people have a 

significant positive effect on spending on health functions in Indonesia. 
 

Keywords: fiscal space, allocation fund, percentage of poor population, health function 

expenditure 

Abstrak 

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh ruang fiskal, Pendapatan Asli 

Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan persentase 

penduduk miskin terhadap belanja fungsi kesehatan di Indonesia pada tahun 2018. Populasi 

dalam penelitian ini adalah seluruh kabupaten/kota yang ada di Indonesia sebanyak 508 

kabupaten/kota. Metode sampel yang digunakan adalah metode purposive sampling yaitu 

dengan kriteria kabupaten/kota yang memberikan informasi keuangan secara lengkap dan 

didapatkan sampel sebanyak 506. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi data yang diperoleh 

melalui publikasi dari website Direktorat Jenderal Perimbangan Kemenkeu dan Badan Pusat 

Statistik Indonesia untuk mengetahui informasi mengenai keuangan dan statistik kemiskinan 

Indonesia pada tahun 2018. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier 

berganda, dengan nilai Adj R2 adalah 0,781 yang berarti bahwa sebesar 78,1% variabel ruang 

fiskal, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus 

(DAK), dan persentase penduduk miskin berpengaruh positif secara signifikan terhadap belanja 

fungsi kesehatan di Indonesia.  
 

Kata kunci: ruang fiskal, PAD, DAU, DAK, prosentase penduduk miskin, belanja fungsi 

kesehatan  
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1. Pendahuluan  

Kebijakan mengenai otonomi daerah yang dikeluarkan oleh pemerintah pada saat ini 

sudah berjalan selama kurang lebih tujuh belas tahun. Sesuai dengan proporsi otonomi daerah, 

bahwa pemerintah daerah berwenang mengurus sendiri kepentingan masyarakatnya secara luas, 

namun sampai saat ini masih belum dianggap mandiri karena ada beberapa daerah yang masih 

harus mendapatkan dana transfer dari pemerintah pusat. Menurut  Bawono et al (2017) 

menyatakan bahwa otonomi daerah pada dasarnya ditujukan untuk mendekatkan pemerintah 

daerah kepada masyarakatnya, hal ini dimaksudkan agar pemerintah daerah lebih mengetahui 

kelemahan dan kelebihan di daerahnya sampai pada tingkat yang paling bawah. Dalam konteks 

ini, kesejahteraan masyarakat tentu perlu dioptimalkan, melalui peran serta pemerintah. 

Kesejahteraan masyarakat yang utuh tentunya tidak lepas dari sumber daya manusia yang ada 

pada suatu daerah. Sumber daya manusia dalam hal ini termasuk tingkat kesehatan dan 

pendidikan. Kesehatan masih menjadi hal terpenting yang menunjang pembangunan ekonomi 

suatu daerah. Pada kondisi saat ini, alokasi belanja fungsi kesehatan dari APBN masih 

tergolong rendah, yaitu hanya sekitar 5%. Padahal, kesehatan merupakan prioritas utama yang 

perlu dipertimbangkan terkait pengalokasian dana fungsi kesehatan.  

Kesehatan merupakan investasi yang sangat berharga bagi pembangunan ekonomi. 

Dalam prespektif ekonomi, kesehatan juga merupakan kunci keberhasilan dari suatu 

perusahaan untuk meningkatkan berbagai kegiatan yang produktif dan meningkatkan nilai 

tambah barang atau jasa demi tercapainya laba yang optimal. Oleh karena itu, kesehatan 

dianggap memiliki kekuatan yang positif untuk perorangan maupun masyarakat secara luas. 

Dalam hubungannya dengan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, pelaksanaan 

pembangunan kesehatan juga perlu diperhatikan. Indonesia merupakan salah satu negara yang 

telah menyepakati pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan SDGs (Sustainable 

Development Goals) dan berkomitmen untuk menyukseskan pelaksanaan SDGs melalui 

berbagai kegiatan. SDGs merupakan tujuan pembangunan berkelanjutan yang memiliki 17 

substansi. Salah satu substansi yang menjadi tujuan dari Sustainable Development Goals 

(SDGs) adalah tercapainya kehidupan sehat dan sejahtera. Tujuan ini berupaya untuk 

memastikan kesehatan dan kesejahteraan bagi semua penduduk pada setiap tahun kehidupan. 

Untuk mencapai tujuan tersebut, peran pemerintah pusat dan daerah sangat berkontribusi dalam 

hal tersebut. Tidak lepas pula peran masyarakat secara luas untuk mendukung tercapainya 

tujuan ketiga dari Sustainable Development Goals (SDGs) ini. Namun, untuk mencapai hal 

tersebut tentunya tak lepas dari dukungan dana yang harus dikeluarkan pemerintah. Kebijakan 

pemerintah yang berkaitan dengan pengalokasian fungsi pembangunan kesehatan di Indonesia 

adalah ruang fiskal.  

Keberadaan ruang fiskal daerah tidak terlepas dari pendapatan daerah itu sendiri. 

Sebagaimana komposisi ruang fiskal meliputi pendapatan daerah, dana transfer dari pemerintah 

pusat, belanja daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) terlibat dalam keberadaan ruang fiskal 

dan tentunya juga memiliki kesinambungan dengan pembangunan kesehatan masyarakat secara 

regional. Penerapan desentraslisasi fiskal yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 33 

Tahun 2004 yang menjelaskan perimbangan finansial mengatur pendanaan dari pusat ke 

pemerintah daerah. Menurut (Juniawan & Suryantini, 2018) desentralisasi fiskal adalah cara 

untuk meningkatkan kinerja ekonomi publik sehingga berdampak positif bagi pertumbuhan 

ekonomi. Masing-masing daerah tentunya memiliki perbedaan dalam mendanai aktivitas-

aktivitas yang ada pada daerahnya, terutama dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah. 

Perbedaan ini menyebabkan ketimpangan keuangan yang terjadi di masing-masing daerah. 
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Kebijakan desentralisasi fiskal betumpu pada bantuan dari pemerintah pusat untuk membantu 

kebutuhan pemerintah daerah melalui pembiayaan dalam pelaksanaan desentralisasi (Juniawan 

& Suryantini, 2018). 

Alokasi finansial dari pusat ke pemerintah daerah diantaranya adalah Dana Alokasi 

Umum (DAU) yang diberikan untuk memberikan manfaat finansial yang merata seragam 

dengan pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah (UU Nomor 33 Tahun 2004). Menurut 

Sukarna dalam (Juniawan & Suryantini, 2018) Dana Alokasi Umum (DAU) di daerah 

pemberiannya dihitung berdasarkan kemampuan keuangan daerah yang didapatkan dari selisih 

kebutuhan daerah dengan kemapuan yang dimiliki daerah. Untuk daerah yang memiliki 

keuangan yang mencukupi namun keperluan keuangannya kesil, otomatis akan mendapatkan 

Dana Alokasi Umum yang sedikit pula, begitu juga sebaliknya. Selain dana dari pemerintah 

pusat yang berupa Dana Alokasi Umum (DAU), pemerintah juga memberikan dana yaitu Dana 

Alokasi Khusus (DAK). Pemerintah pusat memiliki program mengurangi ketimpangan daerah 

yang berupa Dana Alokasi Khusus (DAK) yang didapatkan melalui penerimaan APBN yang 

diberikan untuk daerah yang terpilih yang bertujuan membiayai sesuai keperluan daerah yang 

seragam dengan program nasional (UU Nomor 33 Tahun 2004). Dana Alokasi Khusus ini dapat 

digunakan oleh pemerintah dalam upaya peningkatan program kesehatan. Pengalokasian dana 

untuk fungsi kesehatan yang layak tentunya akan berdampak pada kesehatan masyarakat yang 

layak pula.  

Veenstra (2002) menyatakan bahwa tingkat ketimpangan pendapatan, jarak pemisahan 

yang jauh antar golongan masyarakat yang tinggi dengan yang menengah kebawah, ini juga 

akan mempengaruhi tingkat kesehatan masyarakat secara luas. Menurut Suryandri, (2018) 

tingkat kesehatan akan sangat berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat dan 

memiliki keterkaitan yang erat dengan kemiskianan. Kemiskinan di Indonesia belum semuanya 

dapat teratasi, terutama pada masayarakat yang memiliki sumber daya manusia yang rendah 

dan akhirnya mereka tidak memiliki kualitas pendidikan yang layak sehingga tidak dapat 

mengembangkan potensi yang ada dalam daerahnya sendiri. Hal itu juga merupakan faktor 

pemicu terjadinya kemiskinan di Indonesia. 

Berdasarkan penelitian Kapasitas Fiskal terhadap Belanja Wajib Pendidikan dan 

Kesehatan, Bawono et al. (2017) menyatakan bahwa semakin tinggi indeks kapasitas fiskal 

daerah justru membuat alokasi belanja wakib bidang kesehatan semakin rendah, dengan alasan 

jumlah penduduk miskin yang relatif tinggi sehingga mengakibatkan jumlah indeks kapasitas 

fiskal (IDF) dengan prosentase kecil. Berdasarkan hasil penelitian Kusumawati & Wiksuana 

(2018) menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) 

berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah Sarbagita, sedangkan Dana 

Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh negatif terhadap pertumnuhan 

ekonomi di wilayah Sarbagita Porvinsi Bali. Hasil tersebut bertolak belakang dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Harmana et al (2006) yang menyebutkan bahwa dana perimbangan 

menentukan besar kecilnya alokasi untuk pembiayaan kesehatan. Semakin besar dana 

perimbangan berupa DAU, maka hal ini akan memperbesar pula dana alokasi untuk belanja 

fungsi kesehatan.  

Penelitian yang berjudul Pengaruh Pendapatan Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi 

di Wilayah Sarbagita Provinsi Bali oleh Lily Kusumawati dan I Gusti Bagus Wiksuana 

menyebutkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) 

berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan Dana Alokasi Umum (DAU) 

dan Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian 

yang dilakukan oleh Syam et al (2018) menyebutkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) lebih 
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besar dialokasikan untuk pembiayaan pemerintah atau pengeluaran operasional dalam rangka 

pemanfaatan pengembangan kualitas manusia di Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam hal ini, 

pembiayaan pemerintah dan pengeluaran operasional belum difokuskan pada belanja fungsi 

kesehatan di Indonesia secara spesifik. Terkait dengan temuan yang dijelaskan dalam penelitian 

sebelumnya, peneliti ingin memperluas jangkauan populasi dari keterbatasan penelitian 

Bawono et al. (2017) dengan populasi daerah kabupaten/kota se-Jawa menjadi seluruh 

Kabupaten/Kota di Indonesia. Penelitian ini menambahkan beberapa variabel independen dari 

penelitian yang dilakukan oleh Kusumawati & Wiksuana (2018).  

Secara umum, penelitian yang berfokus pada belanja fungsi kesehatan di Indonesia 

masih sangat jarang ditemukan pada literatur-literatur yang tersedia. Seperti penelitian yang 

dilakukan oleh Sukanto et al (2018)  yang berjudul Specific Allocation Funds, Economic 

Growth, and Unemployment: A Case Study in Banten Province, Indonesia, dimana penelitian 

ini berfokus pada belanja modal dan menghasilkan kesimpulan bahwa Dana Alokasi Khusus 

(DAK) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap belanja modal yang ada di daerah 

kabupaten/kota. Dengan keterbatasan tersebut, peneliti ingin menambah wawasan bagi 

pembaca dengan melakukan penelitian secara empiris mengenai beberapa faktor yang 

mempengaruhi belanja fungsi kesehatan pada kabupaten/kota yang ada di Indonesia pada tahun 

anggaran 2018. Penelitian terdahulu yang tidak konsisten mendorong peneliti untuk melakukan 

penelitian relevan terkait variabel yang disebutkan diatas.  

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan 

mengangkat permasalahan yang telah dijelaskan dalam latar belakang diatas dengan judul 

Pengaruh Ruang Fiskal, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus 

dan Persentase Penduduk Miskin terhadap Belanja Fungsi Kesehatan di Indonesia. Penelitian 

ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh ruang fiskal, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana 

Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan persentase penduduk miskin 

terhadap belanja fungsi kesehatan di Indonesia pada tahun 2018. Manfaat yang diharapkan 

berdasarkan penelitian ini adalah dapat menambah pengetahuan mengenai pengaruh ruang 

fiskal, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus 

(DAK) dan prosentase penduduk miskin terhadap belanja fungsi kesehatan di Indonesia, 

sebagai bahan informasi, literatur dan referensi, menambah wawasan serta berfungsi sebagai 

dasar yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk mengambil kebijakan terkait fokus 

permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. 

 

2. Tinjauan Pustaka dan Pengembangan Hipotesis  

2.1 Tinjauan Pustaka 

Teori Stakeholder 

 Menurut Ariyani et al (2018) menyatakan bahwa teori Stakeholder memiliki asumsi 

bahwa pihak berkepentingan terhadap organisasi dapat mengendalikan atau mempunyai 

kemampuan untuk mempengaruhi keputusan pemakai sumber-sumber ekonomi yang 

digunakan. Stakeholder dalam institusi pemerintahan memiliki pengaruh besar dalam 

berjalannya sebuah kebijakan. Hubungan yang terdapat pada teori stakeholder dengan 

kebijakan publik membuktikan bahwa dalam pengambilan suatu kebijakan tidak akan terlepas 

dari adanya keterlibatan stakeholder yang ada dalam publik itu sendiri. Dengan adanya pihak-

pihak yang pemangku kepentingan, diharapkan kebijakan dapat dibuat untuk mengambil 

keputusan yang tepat mengenai pengelolaan keuangan daerah agar optimal sehingga anggaran 

yang diberikan pada sektor kesehatan dapat berjalan layak sebegaimana mestinya. 
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 Teori Kontinjensi 

 Aditiya (2017) menyatakan bahwa pusat teori kontinjensi struktural adalah proporsi 

bahwa struktur dan proses organisasi harus sesuai konteksanya (karakteristik budaya organisasi, 

teknologi, ukuran atau tugas) jika ingin bertahan atau menjadi lebih efektif. Faktor budaya, gaya 

kepemimpinan, komitmen organisasi dan kompetisi merupakan unsur-unsur yang terbentuk 

dari lingkungan dan memiliki pengaruh terhadap kinerja pemerintah. 

Teori kontinjensi dapat digunakan sebagai alat untuk analisis desain sistem akuntansi 

manajemen sebagai wadah untuk memberikan informasi yang dapat digunakan perusahaan atau 

dalam prespektif publik adalah organisasi sektor publik. Teori kontinjensi menekankan pada 

keharusan untuk fokus pada perubahan. Berikut merupakan variabel yang merupakan 

komponen yang terkandung dalam teori kontinjensi: 

Keterkaitan variabel yang digunakan dalam penelitian dengan teori kontinjensi adalah 

mengenai penyusunan anggaran dalam hal penentuan prosentase dana yang diberikan atau 

dialokasikan oleh APBD kepada sektor kesehatan dimana pemerintah daerah turut 

berkecimpung didalamnya sebagai partsipan penyusunan anggaran, termasuk alokasi PAD 

untuk sektor kesehatan. Pada dasarnya, apabila penentuan prosentase diimplementasikan 

dengan tepat, maka alokasi pendanaan bagi biaya fungsi kesehatan akan berjalan dengan lancar 

diikuti pembangunan kesehatan masyarakat berjalan dengan efektif.  

 

Akuntansi Manajemen Sektor Publik 

Akuntansi manajemen merupakan bagian dari suatu sistem pengendalian manajemen 

yang integral. Institute of Management Accountants (1981) mendefinisikan bahwa akuntansi 

manajemen merupakan suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, pengakumulasian, 

penganalisaan manajemen yang berguna untuk perencanaan, evaluasi, dan pengendalian 

organisasi serta untuk menjamin bahwa sumber daya digunakan secara tepat dan akuntabel.  

 Akuntansi manajemen memainkan peran yang penting dalam proses pemilihan 

program, penentuan biaya program, dan penganggaran. Akuntansi manajemen berbicara 

mengenai perencanaan dan pengendalian sedangkan salah satu fungsi anggaran adalah sebagai 

alat perencanaan dan pengendalian. Dengan demikian, akuntansi manajemen sangat erat 

kaitannya dengan penganggaran. Akuntansi manajemen berperan untuk memfasilitasi 

terciptanya anggaran publik yang efektif, serta mengalokasikan dan mendistribusikan sumber 

daya publik secara ekonomis, efisien, efektif, adil dan merata. Dalam hal ini, pengalokasian 

belanja daerah merupakan salah satu peran akuntansi manajemen untuk memfasilitasi anggaran 

publik agar tercipta anggaran publik seperti yang dijelaskan diatas (Mardiasmo, 2002:37-42). 

 

Belanja Kesehatan 

Secara umum, Belanja kesehatan merupakan jenis belanja daerah yang dipergunakan 

dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi 

atau kabupaten/kota dalam bidang kesehatan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 36 tahun 

2009 pasal 171 ayat (2) menyebutkan bahwa besar anggaran kesehatan pemerintah dialokasikan 

minimal 10 persen dari APBD di luar gaji (Muliza et al, 2017).Pembiayaan kesehatan pada era 

desentralisasi ini sangat tergantung pada komitmen daerah, khususnya pada pembiayaan yang 

bersumber dari pemerintah. Sistem pembiayaan kesehatan di daerah perlu dikembangkan agar 

isu pokok dalam pembiayaan kesehatan daerah yaitu mobilisasi, alokasi, dan efisiensi 

pembiayaan dapat terlaksana dengan baik, sehingga menjamin pemerataan, mutu dan 

keseimbangan pembangunan kesehatan daerah (Sitorus & Nurwahyuni, 2017). 
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2.2 Pengembangan Hipotesis 

Pengaruh Ruang Fiskal terhadap Belanja Fungsi Kesehatan 

Ruang fiskal secara umum merupakan ketersediaan ruang dalam anggaran yang 

memampukan pemerintah menyediakan dana untuk mencapai tujuan tertentu tanpa mengubah 

atau menciptakan suatu permasalahan yang berkaitan dengan posisi keuangan pemerintah. 

Menurut Heller (2006) ruang fiskal didefinisikan sebagai kemampuan pemerintah untuk 

menyediakan sumber daya tambahan dalam hal anggaran untuk tujuan yang diinginkan tanpa 

mengurangi keberlanjutan posisi keuangan Dalam hal Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 

tentang kesehatan, pengalokasian untuk kesehatan minimal sebesar 5 persem dari APBN diluar 

gaji. Namun dalam implementasinya, Setjen DPR-RI (2012) menyatakan dalam 7 tahun 

terakhir menyebutkan hanya terealisasi sekitar 2 persen sampai 3 persen saja. 

Durairaj & Evans (2010) berpendapat bahwa kebijakan pembiayaan kesehatan oleh 

pemerintah diwujudkan melalui perluasan ruang fiskal sebagai sarana jangka panjang yang 

membiayai sektor kesehatan. Dalam hal ini, ketidaksamaan ruang fiskal tiap-tiap daerah akan 

mempengaruhi pola pengalokasian belanja dalam fungsi kesehatan pada daerah tentu berbeda-

beda. Perbedaan ini mengakibatkan ketimpangan antar daerah. Jika suatu daerah 

memprioritaskan ruang fiskal untuk belanja kesehatan, maka kualitas kesehatan di daerah 

tersebut akan baik. Dengan pemikiran diatas, maka dirumuskan hipotesis pertama: 

H1 : Ruang Fiskal berpengaruh terhadap Belanja Fungsi Kesehatan di Indonesia.  

 

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Fungsi Kesehatan 

Dalam kaitannya dengan ketimpangan tersebut, Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga 

terlibat dalam belanja urusan kesehatan secara regional. Ketimpangan daerah yang terjadi 

adalah karena adanya variasi sumber daya alam yang dimiliki daerah, luasnya daerah, dan 

dianggap sebagai daerah yang miskin yang menyebabkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan 

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang rendah (Bawono et al,2017). Dengan melihat 

kondisi diatas, maka besar belanja kesehatan tiap-tiap daerah akan sangat dipengaruhi oleh 

Pendapatan yang ada pada daerah tersebut.  

Dalam penelitian Kusumawati & Wiksuana (2018) memberikan kesimpulan bahwa 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi 

di wilayah Sarbagita Provinsi Bali. Pertumbuhan ekonomi dalam hal ini dapat pula menyangkut 

kualitas kesehatan dan biaya yang dialokasikan pemerintah untuk belanja fungsi kesehatan. 

Untuk persoalan tersebut, tentunya peran pemerintah daerah juga sangat mendominasi demi 

tercapainya prioritas belanja fungsi kesehatan dengan tujuan untuk pembangunan kesehatan 

yang layak dan baik bagi masyarakat. Semakin tinggi tingkat alokasi belanja urusan kesehatan 

yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka akan semakin terjamin pula kualitas 

kesehatan pada suatu daerah. Dengan pemikiran diatas, maka dirumuskan hipotesis kedua: 

H2  : Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja Fungsi Kesehatan di Indoensia. 

 

Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Fungsi Kesehatan 

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana yang bersumber dari APBN yang 

dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai 

kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dalam hal ini pemberian dana 

untuk pemerintah daerah tentunya akan berbeda-beda. Daerah dapat memakai dana yang 

diberikan oleh pemerintah pusat ini sebagai upaya program kesehatan. Daerah dapat 
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memaksimalkan alokasi dana ini untuk pemberian fasilitas yang layak, dan pelayanan yang 

terbaik dalam program kesehatan di daerah tersebut.  

Penelitian yang dilakukan Harmana et al (2006) menyebutkan bahwa dana perimbangan 

menentukan besar kecilnya alokasi untuk pembiayaan kesehatan. Semakin besar Dana Alokasi 

Umum (DAU) yang diberikan oleh pemerintah pusat pada suatu daerah, maka akan semakin 

besar pula peluang pemerintah daerah dalam upaya pengelolaan kesehatan melalui belanja 

fungsi kesehatan di daerah tersebut. Berdasarkan pemikiran diatas, dirumuskan hipotesis: 

H3 : Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap Belanja Fungsi Kesehatan di 

Indoensia. 

 

Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Fungsi Kesehatan 

Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang bersumber dari APBN yang 

dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan membantu mendanai kegiatan khusus yang 

merupakan urusan pemrintahan yang menjadi kewenangan daerah. Pendanaan dari pemerintah 

ini diutamakan untuk daerah-daerah tertentu yang memenuhi kriteria untuk memperoleh 

tambahan dana dari pusat yang melalui Dana Alokasi Khusus (DAK).  

Dalam penelitian yang dilakukan Kusumawati & Wiksuana (2018) dan Sukanto et al 

(2018) menyebutkan bahwa Dana Alokasi Khusus memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

belanja modal dan pertumbuhan ekonomi yang ada di daerah kabupaten/kota. Dalam hal ini, 

belanja modal dapat dialokasikan untuk belanja fungsi kesehatan dimana akan memiliki 

pengaruh besar terhadap kualitas kesehatan daerah tersebut, sehingga pertumbuhan ekonomi 

pada daerah tersebut akan meningkat. Semakin besar Dana Alokasi Khusus (DAK) yang 

diberikan oleh pemerintah pusat, maka akan semakin besar juga penyediaan dan pengadaan 

pelayanan dan fasilitas yang terkhusus untuk pemberdayaan kesehatan di daerah melalui 

belanja fungsi kesehatan. Dengan pemikiran tersebut, dirumuskan hipotesis keempat: 

H4 : Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruhterhadap Belanja Fungsi Kesehatan. 

 

Pengaruh Persentase Penduduk Miskin terhadap Belanja Fungsi Kesehatan 

Kesehatan masyarakat yang layak tentunya tidak dapat dipisahkan dari pelayanan 

kesehatan. Mungkin pada masyarakat golongan atas, pelayanan kesehatan umumnya akan 

terbilang layak dengan fasilitas yang terpenuhi dan juga imbalan jasa atau uang yang 

dipertimbangkan pula. Akan tetapi, dengan melihat kondisi kesehatan Indonesia di wilayah-

wilayah terbelakang atau golongan menengah kebawah pada saat ini, tingkat pelayanan 

kesehatan masyarakat masih terbilang rendah. Hal ini dapat dilihat pula melalui angka kematian 

ibu yang tinggi.  

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki angka kematian ibu yang 

tertinggi di Asia Tenggara. Disamping itu, angka harapan hidup di Indonesia juga terbilang 

rendah. Selain itu, masalah gizi buruk juga masih belum semuanya teratasi. Hal ini disebabkan 

oleh rendahnya kualitas hidup dan rendahnya sumber daya manusia.Veenstra (2002) 

menyatakan bahwa tingkat ketimpangan pendapatan, jarak pemisahan yang jauh antar golongan 

masyarakat yang tinggi dengan yang menengah kebawah, ini juga akan mempengaruhi tingkat 

kesehatan masyarakat secara luas. 

Ketika kondisi suatu negara memilki penghasilan yang tinggi, maka pengeluaran biaya 

untuk bidang kesehatan juga akan tinggi dibandingkan dengan negara yang memiliki 

pengahasilan yang rendah. Semakin tinggi tingkat kemiskinan atau persentase jumlah penduduk 

miskin pada suatu daerah, maka menunjukkan daerah tersebut merupakan daerah yang tidak 
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sejahtera. Ketidaksejahteraan suatu daerah menunjang pada tingkat kesehatan yang rendah. 

Berdasarkan pemikiran diatas, maka dirumuskan hipotesis kelima: 

H5 : Persentase Penduduk Miskin berpengaruh terhadap Belanja Fungsi Kesehatan di 

Indonesia. 

 

3. Metode Penelitian 

3.1 Teknik Pengumpulan Data  

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi. 

Metode pengumpulan data secara dokumentasi adalah pengumpulan data yang meneliti 

berbagai macam dokumen yang berguna untuk bahan penelitian. Penulis mengumpulkan data 

dari data-data mengenai Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 

tahun anggaran 2018 yang dipublikasikan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan 

(DJPK) Kementrian Keuangan Republik Indonesia dan data Statistik Kemiskinan tahun 2017 

yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia.  

 

3.2 Teknik Sampling 

 Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

purposive sampling. Teknik purposive sampling adalah pengambilan sampel dimana peneliti 

menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan kriteria yang sesuai dengan tujuan 

penelitian untuk menjawab rumusan masalah yang diajukan. Kriteria dalam pengambilan 

sampel ini adalah data laporan realisasi APBD Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018 danData 

Statistik Kemiskinan Daerah Tahun 2017 yang mencantumkan informasi secara lengkap. 

Penelitian ini mengambil data Realisasi APBD Tahun Anggaran 2018, dengan jumlah populasi 

adalah 508 daerah, maka total keseluruhan sampel adalah 508 data. 

 

3.3 Definisi Operasional Variabel 

a. Belanja kesehatan  

Belanja Kesehatan merupakan jenis belanja daerah yang dipergunakan dalam rangka 

mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau 

kabupaten/kota dalam bidang kesehatan.  

b. Ruang Fiskal  

Ruang fiskal secara umum merupakan ketersediaan ruang dalam anggaran yang 

memampukan Pemerintah menyediakan dana untuk tujuan tertentu tanpa menciptakan 

permasalahan dalam kesinambungan posisi keuangan Pemerintah.Besaran ruang fiskal 

dapat dihitung dengan formula sebagai berikut: 

RF = PD – (DAK +PH + DD + DP dan DOK) – (BP + BB) ..................................(1) 

Keterangan: 

RF  : Ruang Fiskal 

PD  : Pendapatan Daerah 

DAK  : Dana Alokasi Khusus 

PH : Pendapatan Hibah 

DD  : Dana Darurat 

DOK  : Dana Otonomi Khusus 

DP  : Dana Penyesuaian 

BP  : Belanja Pegawai 

BB  : Belanja Bunga 
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c. Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang 

dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil 

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah 

yang sah.  

d. Dana Alokasi Umum (DAU) 

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana yang bersumber dari APBN yang 

dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk 

mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.  

e.  Dana Alokasi Khusus (DAK) 

Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang bersumber dari APBN yang 

dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan membantu mendanai kegiatan 

khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. 

f. Kemiskinan  

Kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk memenuhi standar hidup minimum. 

Permasalahan standar hidup yang rendah berkaitan dengan jumlah pendaptan yang 

sedikit, tingkat pelayanan kesehatan yang buruk, tingkat pendidikan yang rendah 

sehingga berakibat pada rendahnya sumber daya manusia dan banyaknya 

pengangguran. Persentase kemiskinan adalah jumlah penduduk miskin pada suatu 

daerah yang dinyatakan dalam persen (%). 

 

3.3 Teknik Analisis Data  

 Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Laporan Realisasi APBD dari 415 

Kabupaten dan 93 Kota yang tersebar di Indonesia tahun anggaran 2018, dan Data Statistik 

Kemiskinan Daerah Kabupaten/Kota tahun 2017 yang tersebar di Indonesia. Dalam penelitian 

ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari laman https://bps.go.id/ dan 

https://djpk.kemenkeu.go.id/ 

 Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif, yaitu metode yang 

digunakan untuk menganalisis data yang berhubungan dengan masalah pengaruh ruang fiskal, 

Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) 

dan persentase jumlah penduduk miskin teerhadap belanja urusan kesehatan di Indonesia. 

Analisis yang digunakan yaitu: 

a. Analisis Statistik Deskriptif 

Analisis statistik deskriptif adalah analisis yang bermaksud untuk mendeskripsikan data 

yang telah terkumpul tanpa melakukan generalisasi.  

b. Analisis Regresi Linier Berganda 

Analisis regresi adalah salah satu metode untuk menentukan hubungan sebab-akibat antara 

satu variabel dengan variabel yang lain. Analisis data yang digunakan dalam Analisis 

Regresi Linier Berganda dengan model sebagai berikut : 

BK = α + β1 RF + β2 PAD + β3 DAU + β4 DAK + β5 PK + ε ..................... (2) 

 

Keterangan : 

BK   : Belanja Fungsi Kesehatan Indonesia 

α   : Konstanta 

β1 – β5 : Koefisien dari tiap variabel 

https://bps.go.id/
https://djpk.kemenkeu.go.id/
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RF  : Ruang Fiskal  

PAD  : Pendapatan Asli Daerah 

DAU  : Dana Alokasi Umum  

DAK  : Dana Alokasi Khusus 

PK  : Persentase Penduduk Miskin 

ε   : Error  

 

1. Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik adalah persyaratan yang harus dipenuhi pada analisis regresi linier 

berganda yang berbasis Ordinary Least Square (OLS).  

a) Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel 

pengganggu atau residual memiliki distribusi normal.  

b) Uji Multikolinieritas 

Uji multikoliniearitas adalah uji yang bertujuan untuk melihat ada atau tidaknya 

korelasi yang tinggi antar variabel bebas dalam suatu model regresi linear berganda.  

c) Uji Heterokedastisitas 

Uji heteroskedastisitas adalah uji yang berfungsi untuk melihat apakah terdapat 

ketidaksamaan varians dan residual satu pengamatan ke pengamatan lain.  

 

2. Uji Hipotesis 

   Uji Hipotesis yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini adalah: 

a) Uji Koefisien Determinasi (R2)  

Menurut Imam Ghozali (2009), koefisien determinasi pada intinya mengukur 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien 

determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R2 yang kecil berarti variabel dependen 

yang sangat terbatas, dan nilai yang mendekati angka 1 (satu) berarti variabel-

variabel independen saudah dapat memberikan informasi yang dibutuhkan untuk 

memprediksi variabel dependen. 

b) Uji F 

Uji F ini dilakukan untuk melihat seberapa besar pengaruh variabel independen 

secara bersama-sama terhadap variabel dependen.  

c) Uji Parsial (Uji t) 

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah dakam model regresi variabel 

independen secara parsial berpengaruh signifikan terhada variabel dependen.  

 

4. Hasil dan Pembahasan 

Hasil pengumpulan data dapat ditujukkan pada gambar berikut: 

Tabel 4.1 Hasil Pengumpulan Data 

No Keterangan Jumlah 

1. Jumlah Populasi  508 

3. 
Data Realisasi APBD dan Statistik 

Kemiskinan Tidak Lengkap 
(2) 

 Total Sampel 506 
 Sumber: Data Sekunder yang Diolah, 2019 
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Jumlah kabupaten/kota yang disajikan pada laman https://djpk.kemenkeu.go.id/ adalah 

berjumlah 508 daerah kabupaten/kota, namun terdapat sebagian kabupaten/kota yang tidak 

sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Terdapat 2 kabupaten yang tidak 

secara lengkap mencantumkan informasi Laporan Realisasi APBD, Kabupaten Buton Utara 

tidak mencantumkan pada bagian Belanja Kesehatan dan Kabupaten Rokan Hilir yang tidak 

mencantumkan nominal Dana Alokasi Khusus (DAK). Oleh karena itu, diperoleh sampel 

penelitian sebanyak 506 daerah kabupaten/kota dengan jumlah data sebanyak 506. 

Tabel 4.2 Hasil Uji Statistik Deskriptif 

 
Minimal Maksimal 

Rata-

rata 

Standar 

Deviasi 

BK 30.746 1.260.000 229.230 163.018 

RF 181.000 5.690.000 582.850 509.766 

PAD 1.266 4.970.000 225.250 438.952 

DAU 216.000 2.060.000 679.310 285.531 

DAK 266.267 737.000 213.400 106.642 

Persen 

Penduduk 

Misikin 

1,76 43,63 13,0582 7,9889 

   Sumber: Data Sekunder diolah dan disajikan dalam jutaan rupiah 

Berdasarkan tabel 4.2 diatas, dapat dilihat bahwa nilai terendah untuk Belanja Fungsi 

Kesehatan (BK) adalah sebesar 30.746.000.000. Nilai tertinggi sebesar 1.260.000.000.000. 

Rata-rata dari BK adalah sebesar 229.230.000.000. Artinya, data dari variabel belanja fungsi 

kesehatan (BK) memusat atau pada umumnya terletak pada 229.230.000.000. Standar deviasi 

sebesar 163.018.000.000, yang berarti apabila terjadi penyimpangan rata-rata, penyimpangan 

tersebut tidak lebih dari 163.018.000.000 atau -163.018.000.000. Nilai terendah untuk Ruang 

Fiskal (RF) adalah sebesar 181.000.000.000. Nilai tertinggi sebesar 5.690.000.000.000. Rata-

rata dari RF adalah sebesar 582.850.000.000. Artinya, data dari variabel ruang fiskal (RF) 

memusat atau pada umumnya terletak pada 582.850.000.000. Standar deviasi sebesar 

509.766.000.000, yang berarti apabila terjadi penyimpangan rata-rata, penyimpangan tersebut 

tidak lebih dari 509.766.000.000 atau -509.766.000.000. 

Nilai terendah untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sebesar 1.266.000.000. 

Nilai tertinggi sebesar 4.970.000.000.000. Rata-rata dari PAD adalah sebesar 225.250.000.000. 

Artinya, data dari variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) memusat atau pada umumnya 

terletak pada 225.250.000.000. Standar deviasi sebesar 438.952.000.000, yang berarti apabila 

terjadi penyimpangan rata-rata, penyimpangan tersebut tidak lebih dari 438.952.000.000atau -

438.952.000.000. Nilai terendah untuk Dana Alokasi Umum (DAU) adalah sebesar 

216.000.000.000. Nilai tertinggi sebesar 2.060.000.000.000. Rata-rata dari DAU adalah sebesar 

679.310.000.000. Artinya, data dari variabel Dana Alokasi Umum (DAU) memusat atau pada 

umumnya terletak pada 679.310.000.000. Standar deviasi sebesar 285.531.000.000, yang 

berarti apabila terjadi penyimpangan rata-rata, penyimpangan tersebut tidak lebih dari 

285.531.000.000atau -285.531.000.000. Nilai terendah untuk Dana Alokasi Khusus (DAK) 

adalah sebesar 266.267.000.000. Nilai tertinggi sebesar 737.000.000.000. Rata-rata dari DAK 

adalah sebesar 213.400.000.000. Artinya, data dari variabel Dana Alokasi Khusus (DAK) 

memusat atau pada umumnya terletak pada 213.400.000.000. Standar deviasi sebesar 

106.642.000.000, yang berarti apabila terjadi penyimpangan rata-rata, penyimpangan tersebut 

tidak lebih dari 106.642.000.000atau -106.642.000.000. 

https://djpk.kemenkeu.go.id/
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Nilai terendah untuk persentase atau persen penduduk miskin adalah sebesar 1,76. Nilai 

tertinggi sebesar 43,63. Rata-rata dari persen penduduk miskin adalah sebesar 13,0582. Artinya, 

data dari variabel persen penduduk miskin memusat atau pada umumnya terletak pada 13,0582. 

Standar deviasi sebesar 7,98890, yang berarti apabila terjadi penyimpangan rata-rata, 

penyimpangan tersebut tidak lebih dari 7,98890 atau -7,98890. 

Hasil pengujian asumsi klasik pada uji normalitas menggunakan model Central Limit 

Theorem (CLT) yang menyatakan apabila sampel yang diuji diatas atau sama dengan 30 (n ≥ 

30), maka distribusi sampel tersebut dianggap mengikuti normal. Jadi, dalam model CLT, 

mayoritas ahli statistika menganggap model sampel sejumlah 30 atau lebih sudah cukup besar 

untuk diasumsikan mendekati normal (Lind, et al. 2014: 300-301). Hasil uji multikolinearitas 

dapat dilihat pada tabel 4.3 kolom tolerance dan Variance Inflation Vactor (VIF). Dari tabel 

yang disisipkan, dapat diketahui bahwa nilai tolerance dari kelima variabel memiliki nilai > 

0.10, dengan nilai masing-masing variabel independen RF sebesar 0,480, PAD sebesar 0,319, 

DAU sebesar 0,333, DAK sebesar 0,431, dan persen penduduk miskin adalah sebesar 0,625. 

Sedangkan, nilai dari VIF kelima variabel secara berurutan adalah RF 2,084, PAD sebesar 

3,133, DAU sebesar 3,000, DAK sebesar 2,318, dan persentase penduduk miskin adalah sebesar 

1,600. Karena nilai VIF dari kelima variabel tidak lebih dari 10, maka dapat dikatakan tidak 

terjadi gejala multikolinearitas pada kelima variabel bebas tersebut.  

Tabel 4.3 Hasil Uji Multikolinearitas 

Model Tolerance VIF 

RF 0,480 2,084 

PAD 0,319 3,133 

DAU 0,333 3,000 

DAK 0,431 2,318 

PPM 0,625 1,600 

   Sumber: Data Sekunder yang Diolah, 2019 

 

Tabel 4.4 Hasil Uji Heteroskesdatisitas 

Keterangan Unstandardized Residual 

RF 
Correlation Coefficient -0,005 

Sig. (2-tailed) 0,908 

PAD 
Correlation Coefficient ,032** 

Sig. (2-tailed) 0,471 

DAU 
Correlation Coefficient -,001** 

Sig. (2-tailed) 0,989 

DAK 
Correlation Coefficient -,013** 

Sig. (2-tailed) 0,773 

Persentase 

Penduduk 

Miskin 

Correlation Coefficient -,041** 

Sig. (2-tailed) 0,354 
  Sumber: Data Sekunder yang Diolah, 2019 
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Berdasarkan tabel 4.4, dapat dilihat bahwa nilai signifikansi (2-tailed) kelima variabel 

adalah > 0,05, dengan nilai masing-masing variabel independen RF sebesar 0,908, PAD sebesar 

0,471, DAU sebesar 0,989, DAK sebesar 0,773, dan persen penduduk miskin adalah sebesar 

0,354. Dari nilai signifikansi (2-tailed) dari kelima variabel independen, dapat disimpulkan 

bahwa model penelitian tidak mengandung heteroskesdatisitas, atau bebas dari masalah 

heteroseksdatisitas. 

 

Tabel 4.5 Rangkuman Hasil Uji Regresi Linier Berganda 

Variabel B t-hitung t-tabel Signifikansi 

(Constant) 1,376 1,362 1,964 0,174 

RF 0,186 5,789 1,964 0,000 

PAD 0,293 15,389 1,964 0,000 

DAU 0,168 2,940 1,964 0,003 

DAK 0,288 7,530 1,964 0,000 

Persentase 

Penduduk 

Miskin 

0,008 4,167 1,964 0,000 

F-Hitung  361,658  Adj R2 0,781 

F-tabel  2,231  N 506 

F-sig 0,000    

 Sumber: Data Sekunder yang Diolah, 2019 

 

Dari tabel 4.5 kolom B dapat ditulis persamaan regresi berganda sebagai berikut: 

BK = 1,376+ 0,186 RF + 0,293PAD + 0,168DAU + 0,288 DAK + 0,008 Persentase 

Penduduk Miskin + e .................................................................................................. (3) 

  
Dengan nilai konstanta sebesar 1,376, apabila semua variabel bebas dianggap konstan 

atau tidak mengalami perubahan, maka nilai belanja fungsi kesehatan (BK) sebesar 1,376. 

Berdasarkan tabel 4.4, diperoleh nilai Adjusted R2 adalah sebesar 0,781, hal ini menunjukan 

bahwa variasi variabel dependen belanja fungsi kesehatan dapat dijelaskan oleh variabel 

independen yaitu ruang fiskal, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), 

Dana Alokasi Khusus (DAK), dan persen penduduk miskin sebesar 78,1%. Sedangkan, sisanya 

21,1% dijelaskan oleh variabel lain diluar penelitian. Berdasarkan tabel 4.4, dapat dilihat bahwa 

nilai F-tabel (2,231) < F-Hitung (361,658), maka dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan Ha 

diterima. Hal ini mengindikasikan bahwa variabel independen secara bersama-sama 

berpengaruh terhadap variabel dependen.  

Variabel Ruang Fiskal (RF) memiliki nilai probabilitas sebesar 0,000 < 0,05, maka H0 

ditolak dan menerima Ha yang berarti bahwa Ruang Fiskal berpengaruh secara signifikan 

terhadap Belanja Fungsi Kesehatan. Hasil perbandingan antara nilait-hitung > t-tabel pada 

variabel Ruang Fiskal menunjukkan nilai 5,789 > 1,96472, maka H0 ditolak dan menerima Ha 

yang berarti variabel Ruang Fiskal berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Fungsi 

Kesehatan. Hasil penelitian koefisien regresi yang positif menunjukkan adanya hubungan yang 

positif antara ruang fiskal dan belanja fungsi kesehatan. Jika semakin besar ruang fiskal yang 

dimiliki pada suatu daerah kabupaten/kota yang ada di Indonesia, maka alokasi anggaran yang 

dihadirkan untuk belanja fungsi kesehatan di kabupaten/kota yang ada di Indonesia semakin 
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meningkat.Hal ini dapat meningkatkan kualitas kesehatan yang ada pada masing-masing daerah 

apabila daerah kabupaten/kota memiliki belanja fungsi kesehatan yang tinggi. 

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Durairaj & Evans, (2010), 

yang memandang bahwa kebijakan pembiayaan kesehatan oleh pemerintah diwujudkan melalui 

perluasan ruang fiskal sebagai sarana jangka panjang yang membiayai sektor kesehatan. Salah 

satu penentu terpenting dari ruang fiskal adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi 

diharapkan dapat memberdayakan pemerintah dengan basis pajak yang diperluas. Semakin 

tinggi basis pajak yang ada pada suatu negara, yang merupakan salah satu penentu pertumbuhan 

ekonomi terkait ruang fiskal, akan memungkinkan pemerintah berinvestasi di sektor 

pembiayaan kesehatan. Strategi peningkatan pembiayaan fungsi kesehatan didasarkan pada 

pertumbuhan ekonomi yang menunjang meningkatnya ruang fiskal yang ada pada suatu daerah.  

Variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki nilai probabilitas sebesar 0,000 < 

0,05, maka H0 ditolak dan menerima Ha yang berarti bahwa Pendapatan Asli Daerah 

berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Fungsi Kesehatan. Hasil perbandingan antara 

nilait-hitung > t-tabel pada variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan nilai 15,389 

> 1,96472, maka H0 ditolak dan menerima Ha yang berarti variabel Pendapatan Asli Daerah 

berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Fungsi Kesehatan. Hasil penelitian koefisien 

regresi yang positif menunjukkan adanya hubungan yang positif antara PAD dan belanja fungsi 

kesehatan. Jika semakin besar PAD yang dihadirkan pada suatu daerah kabupaten/kota yang 

ada di Indonesia, maka semakin meningkat pulaalokasi belanja fungsi kesehatan di 

kabupaten/kota yang ada di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa belanja fungsi kesehatan 

akan meningkat apabila tiap-tiap daerah mampu mengelola potensi yang ada pada daerah 

masing-masing untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah mereka, sehingga kualitas 

kesehatan yang ada pada suatu daerah akan meningkat.  

Penelitian ini didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Meheus & McIntyre 

(2017), dimana dalam rangka mendukung dan mewujudkan SDG’s dalam bidang kesehatan 

adalah, pemerintah perlu meningkatkan pendanaan dalam negeri untuk bidang kesehatan. 

Untuk meningkatkan pendapatan pemerintah, hal yang harus dicapai salah satunya adalah 

melalui pengelolaan sumber-sumber pendapatan yang berasal dari sumber daya alam. 

Pengelolaan pemerintah dalam hal ini akan merujuk pada peningkatan pendapatan daerah atau 

disebut dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan penghasilan PAD yang tinggi, maka 

biaya yang dialokasikan dalam bidang kesehatan akan tinggi pula, seiring dengan perwujudan 

nyata dari program Sustainable Development Goals (SDG’s).  

Penelitian yang mendukung hasil penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh 

Kusumawati & Wiksuana (2018), yang memberikan kesimpulan bahwa Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah 

Sarbagita Provinsi Bali. Dalam hal ini, semakin besar PAD yang dihasilkan oleh pemerintah 

daerah, hal ini juga akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi pada daerah tersebut, dimana 

peningkatan alokasi belanja kesehatan merupakan bagian dari pertumbuhan ekonomi daerah. 

Variabel Dana Alokasi Umum (DAU) memiliki nilai probabilitas sebesar 0,003 < 0,05, 

maka H0 ditolak dan menerima Ha yang berarti bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh 

secara signifikan terhadap Belanja Fungsi Kesehatan. Hasil perbandingan antara nilait-hitung 

> t-tabel pada variabel Dana Alokasi Umum (DAU) menunjukkan nilai 2,940 > 1,96472, maka 

H0 ditolak dan menerima Ha yang berarti variabel Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh 

secara signifikan terhadap Belanja Fungsi Kesehatan. Hasil penelitian koefisien regresi yang 

positif menunjukkan adanya hubungan yang positif antara DAU dan belanja fungsi kesehatan. 
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Jika semakin besar DAU yang diberikan oleh pemerintah pusat pada suatu daerah 

kabupaten/kota yang ada di Indonesia, maka semakin meningkat pula belanja fungsi kesehatan 

di kabupaten/kota di Indonesia. Hal ini berarti bahwa apabila pemerintah pusat mengalokasikan 

dana yang bersumber dari APBN untuk DAU meningkat, maka kemampuan daerah untuk 

mendanai belanja terkait fungsi kesehatan akan meningkat pula.  

Hal ini sejalan dengan penelitian Harmana et al (2006) yang menyebutkan bahwa dana 

perimbangan menentukan besar kecilnya alokasi untuk pembiayaan kesehatan. Semakin besar 

dana perimbangan berupa DAU, maka hal ini akan memperbesar pula dana alokasi untuk 

belanja fungsi kesehatan. Penelitian yang dilakukan oleh Syam et al (2018) menyebutkan 

bahwa salah satu ukuran kualitas belanja pemerintah yang baik adalah proporsi alokasi belanja 

modal yang lebih besar untuk belanja lokal secara keseluruhan. Dalam penelitian ini, Dana 

Alokasi Umum (DAU) lebih besar dialokasikan untuk pembiayaan pemerintah atau 

pengeluaran operasional dalam rangka pemanfaatan pengembangan kualitas manusia. Dalam 

hal ini, pemerintah dianjurkan untuk memperhatikan penyerapan Dana Alokasi Umum (DAU) 

untuk belanja modal terutama untuk bidang pendidikan, kesehatan, jasa lingkungan serta 

progam pemberdayaan masyarakat yang lain untuk peningkatan produktivitas lokal, dalam 

rangka Sustainable Development Goals (SDG’s) yang berfokus pada bidang kesehatan.  

Namun, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Kusumawati & Wiksuana (2018) yang memberikan kesimpulan bahwa Dana Alokasi Umum 

(DAU) berpengaruh negatif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Wilayah Sarbagita 

Provinsi Bali. Dalam hal ini, alokasi DAU dari pemerintah pusat tidak dipergunakan 

sebagaimana mestinya oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan laju pertumbuhan 

ekonomi, dimana peningkatan alokasi belanja kesehatan merupakan bagian dari pertumbuhan 

ekonomi daerah. 

Variabel Dana Alokasi Khusus (DAK) memiliki nilai probabilitas sebesar 0,000 < 0,05, 

maka H0 ditolak dan menerima Ha yang berarti bahwa Dana Alokasi Khusus berpengaruh 

secara signifikan terhadap Belanja Fungsi Kesehatan. Hasil perbandingan antara nilait-hitung 

> t-tabel pada variabel Dana Alokasi Khusus (DAK) menunjukkan nilai 7,530 > 1,96472, maka 

H0 ditolak dan menerima Ha yang berarti variabel Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh 

secara signifikan terhadap Belanja Fungsi Kesehatan. Hasil penelitian koefisien regresi yang 

positif menunjukkan adanya hubungan yang positif antara DAK dan belanja fungsi kesehatan. 

Jika semakin besar DAK yang dialokasikan pada suatu daerah kabupaten/kota yang ada di 

Indonesia, maka semakin meningkat pula belanja fungsi kesehatan di kabupaten/kota di 

Indonesia. Hal ini berarti bahwa apabila pemerintah pusat mengalokasikan dana yang 

bersumber dari APBN untuk DAK meningkat, maka kemampuan daerah untuk mendanai 

belanja terkait fungsi kesehatan akan meningkat pula. 

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sukanto et al (2018) yang 

menyatakan bahwa Dana Alokasi Khusus memiliki pengaruh yang signifikan terhadap belanja 

modal yang ada di daerah kabupaten/kota. Belanja modal ini cenderung mengurangi tingkat 

pengangguran dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Banten. Dalam hal ini 

pertumbuhan ekonomi memiliki keterkaitan yang tinggi pada bidang kesehatan. Seperti yang 

dinyatakan oleh Atmawikarta, kesehatan yang baik akan memberikan dampak yang baik pula 

terhadap pertumbuhan ekonomi. Kesehatan memiliki peranan ekonomi yang kuat terhadap 

sumber daya manusia. Kesimpulan yang dapat diambil adalah, semakin tinggi Dana Alokasi 

Khusus yang diberikan oleh pemerintah dalam bidang kesehatan, hal ini akan meningkatkan 

pula belanja fungsi kesehatan daerah. Peningkatan Dana Alokasi Khusus (DAK) ini akan 
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mendukung pertumbuhan ekonomi yang nantinya akan mewujudkan tujuan ekonomi 

berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDG’s). 

Penelitian yang dilakukan oleh Lily Kusumawati turut mendukung hasil penelitian ini, 

yang menyebutkan bahwa Dana Alokas Khusus (DAK) memiliki pengaruh positif signifikan 

terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah Sarbagita Provinsi Bali. Hasil penelitian tersebut 

mengindikasikan bahwa peningkatan pemberian Dana Alokasi Khusus oleh pemerintah pusat 

kepada pemerintah daerah dapat memicu peningkatan pertumbuhan ekonomi yang ada pada 

wilayah tersebut, dimana dana dialokasikan untuk kebutuhan yang khusus, termasuk belanja 

fungsi kesehatan demi tercapainya peningkatan laju pertumbuhan ekonomi yang ada pada 

daerah tersebut. 

Variabel Persentase Penduduk Miskin memiliki nilai probabilitas sebesar 0,000 < 0,05, 

maka H0 ditolak dan menerima Ha yang berarti bahwa Prosentase Penduduk Miskin 

berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Fungsi Kesehatan. Hasil perbandingan antara 

nilait-hitung > t-tabel pada variabel Persentase Penduduk Miskin menunjukkan nilai 4,167 > 

1,96472, maka H0 ditolak dan menerima Ha yang berarti variabel Persentase Penduduk Miskin 

berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Fungsi Kesehatan. Hasil penelitian koefisien 

regresi yang positif menunjukkan adanya hubungan yang positif antara prosentase penduduk 

miskin dan belanja fungsi kesehatan. Jika semakin besar persentase penduduk miskin yang ada 

di Indonesia, maka semakin meningkat pula belanja fungsi kesehatan di kabupaten/kota di 

Indonesia. Hal ini berarti, persentase penduduk miskin meningkat seiring penduduk miskin 

yang ada pada suatu daerah meningkat pula. Peningkatan persentase kemiskinan pada suatu 

daerah akan mengakibatkan kecenderungan pemerintah untuk memperhatikan kesehatan yang 

ada pada daerah itu. Dengan kondisi seperti ini, kepedulian daerah terhadap anggaran alokasi 

belanja fungsi kesehatan akan meningkat seiring dengan tingkat kemiskinan yang ada pada 

suatu daerah.  

Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Atmawikarta dalam artikel yang 

berjudul Investasi Kesehatan untuk Pembangunan Ekonomi, yang menyatakan bahwa ketika 

suatu negara memilki penghasilan yang tinggi, maka pengeluaran biaya untuk bidang kesehatan 

juga akan tinggi dibandingkan dengan negara yang memiliki pengahasilan yang rendah. 

Penghasilan negara dalam hal ini dapat dikaitakan dengan penghasilan kabupaten/kota dimana 

kabupaten/kota merupakan bagian dari negara itu sendiri. Alokasi biaya fungsi kesehatan dapat 

meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan pada daerah. Alokasi yang bijak akan menjadi 

kunci keberhasilan pemerintah dalam menangani kesehatan bagi masyarakat miskin.  

Penelitian ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Bawono et al 2017) 

yang menyatakan bahwa pengalokasian belanja bidang pendidikan dan kesehatan sejalan 

dengan besarnya jumlah penduduk miskin, dimana jumlah penduduk miskin merupakan 

pembagi dari perhitungan kapasitas fiskal yang ada pada suatu daerah. Hal ini berarti, terdapat 

korelasi positif antara alokasi belanja fungsi kesehatan dengan jumlah penduduk miskin, 

dimana belanja fungsi kesehatan akan meningkat seiring dengan peningkatan jumlah penduduk 

miskin yang ada pada suatu daerah.  
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5. Kesimpulan 

a. Variabel ruang fiskal memiliki pengaruh positif secara signifikan terhadap belanja 

fungsi kesehatan di Indonesia. Artinya, semakin tinggi ruang fiskal yang dimiliki pada 

suatu daerah, maka belanja fungsi kesehatan juga akan meningkat. 

b. Variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki pengaruh positif secara signifikan 

terhadap belanja fungsi kesehatan di Indonesia. Artinya, semakin tinggi PAD yang dapat 

dihasilkan pada suatu daerah, maka belanja fungsi kesehatan juga akan meningkat. 

c. Variabel Dana Alokasi Umum (DAU) memiliki pengaruh positif secara signifikan 

terhadap belanja fungsi kesehatan di Indonesia. Artinya, semakin tinggi DAU yang 

dapat diperoleh pada suatu daerah dari pemerintah pusat, maka belanja fungsi kesehatan 

juga akan meningkat. 

d. Variabel Dana Alokasi Khusus (DAK) memiliki pengaruh positif secara signifikan 

terhadap belanja fungsi kesehatan di Indonesia. Artinya, semakin tinggi DAK yang 

dapat diperoleh pada suatu daerah dari pemerintah pusat, maka belanja fungsi kesehatan 

juga akan meningkat. 

e. Variabel persentase penduduk miskin memiliki pengaruh positif secara signifikan 

terhadap belanja fungsi kesehatan di Indonesia. Artinya, semakin tinggi persentase 

penduduk miskin yang ada pada suatu daerah, maka belanja fungsi kesehatan juga akan 

meningkat. 

 

Keterbatasan Penelitian  

Penelitian ini telah diusahakan dan dilaksanakan sesuai dengan prosedur ilmiah, namun 

demikian masih memiliki keterbatasan yaitu: 

a. Pada penelitian ini hanya terdiri dari dua variabel yakni variabel dependen dengan 

variabel independen, sedangkan masih bisa ditambahkan variabel moderating dan 

intervening untuk lebih dapat mengetahui secara luas bagaimana pengaruh ruang fiskal, 

PAD, DAU, DAK dan persentase penduduk miskin terhadap belanja fungsi kesehatan 

di Indonesia pada tahun 2018. 

b. Variabel independen hanya menggunakan lima variabel yang terdiri dari ruang fiskal, 

PAD, DAU, DAK dan persentase penduduk miskin. Sedangkan masih banyak faktor 

lain yang mempengaruhi belanja fungsi kesehatan di Indonesia pada tahun 2018.  

c. Adanya keterbatasan pada proses pengumpulan data, yaitu masih terdapat daerah yang 

tidak memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini. 

d. Penelitian ini hanya menggunakan periode satu tahun anggaran.  
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